LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR 37 TAHUN 2007

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

USAHA PENGGILINGAN PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE ,

. a. bahwa untuk memajukan sektor partanian di Kab. Konawe yar:

semakin maju dimana. telah memberikan kontribusi besz-
terhadap pembangunan dibidang pertanian dan salan sz
lumbung padi terbesar di daerah ini adalah meningkatzar
penggunaan teknologi pasca panen sepert penggilingan pz:
guna menghasilkan produksi beras yang berkualitas cz
sekaligus meningkatkan pendapatan petani sejajar dengzr
masyaraket patani di dzerzh-daerah iain,

[

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tan
2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Usarz
Penggilingan Padi di Kabupaten Kendari sudah tidak sesuai [z
dengan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat saat irt.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pac=
huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu diatur dalam Peraturzr
Daerah yang baru.
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Undang-Undang ~ Nomor
Pembentukan Daere”-Ds
{(Lembaran Negara 7anu
Lembaran Negara Nomar
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);
Undang-Undang  Nomor 10 Tanun 2004 fentang
cz2n (Lembaran

\'\Nﬂr\

Pembentukan Peraturan Perundang-Uncz

Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambanan _smoaran hegara
Normor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teriang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2[21 Nomor 125

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227
Undang-Undang  Nomor 33 Tan;:
Perimbangan Keuangan Antara Pein
Daerah (Lembaran Negara Taha
Tanibahan Lembaran Negara Nomor 42353,
C"aturan Peu.ermt mo G‘

£ga
K:)

Beras ( Lembaran hewazahu n 1971 No
Lembaran Negara Rl Nomor 34 J;
eraturan Dmanmar "bmor 8

2000 Nomor ad Tamnahan Le"nbaran f\ gzrz Nomor 3%52);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahu- 2001 teniang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
118, Tembahan Lenibaran Negara Nomior £
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tzhu~ 2004 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kendari me~.2di Kabuzaten
Konawe (Lembaran f\—ga zTa
Keoutusan Bersama henteri
1680 dan Nomor 351/KPTS/UM/SES
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dar Pemantauan Kembali Perusahaan Pzngailingan Padi,

Huller dan Penyosohan Beres.

Periznian  Neme~  161/KPTS/KU-
@ang Peru n besarnya uang Retribusi dan

biaya Administrasi Perusahazan Penggilingan padi. Huller dan

Penyosohan beras;

. Keputusan Menteri Pertanian Nomor

859/KPTS/TP.250/11/1998 tentang Pedoman pembinaan
perusahaan penggilingan padi Heller dan Penyosohan Beras;

. Peraturan Daerah Kabupaten Dati Il Kendari Nomor 2 Tahun

1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendari Tahun 1986 Nomor 2):;

‘£, Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari
sebagai Daerzh Otonom {Lembaran Czerah Kabupaten
Kendari Tahun 2000 Nomor 54);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000

sebagaimana telah beberzpakali diubah terekhir diubah
dengan Peraturan Dasrah Kabupaten Xendari Nomor 13
Tzhun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Dasrzn Kabupaten ~enaari (Lemoaran
Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomaor 67);

Dengan Parsetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN PAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Menetapkan
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dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG

RETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PENGGILINGAN PADI



M
U
4
|

N s

w

H w P>

~

o

«w

10

1.

19

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dﬂngan

Daerah adalah Kabupaieii Konawe;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daezh sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah:

Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;

Dincs Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Konawe;

Kepala Dinas adalah Kepala Dines Pertanian Tanaman Fzngan Kabupaten
Konawe;

Mesin Penggilingan Padi adalah Mesin Rice Milling unit dar Mesin Rice Milling
Plant;

ReKkomendasi adalah Surat Keterangan yang dikeiuarkan oief r\epaxd Din
Pertanian Tanaman Pangan yang memberi hak kepada sessorang pengusan
dJan atau badan Hukum untuk mengajukan permohonan izin:

zin adalah Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerzh yang memberika”
hak dan kewziiban kepada sesecrang pengusaha dan =tzu Badan Hukur
untuk menjalankan ucaha Penggiiingan Padi;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bideng Retrihusi Daera”
sesuai jasa pelayanan penatausahaan dengan Peraturan P=-undang-Undanga™
yang berlaku;

W (/l

é
o
i

_ Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Refribusi adelzh Pungutan Daersh

atas jasa atau pelayanan jasa penatausahaan yang dibenkzn oieh Pemerinizh
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

Penyidik Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil =rentu yang diber
wewenang oleh Undang-Undang untuk mencari serfa mengumpulkan bui
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidz~g Retribusi Daerar
yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

VWajib retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturar
Perundang — undangan Refribusi diwajibkan untuk me'z-_kan Pembayarz~
retribusi termasuk pemunrgut dan pemotong retribust:
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13. Surat Pemberitahuan reftribusi daerah vang selanjutnya disingkat SPTRD
adalah surat yang digunakan oleh waiib retribusi untuk melaporkan perhitungan
dan pembayaran refribusi yang terutang menurut Peraturan retibus!,

14. Masa retribusi adaiah suatu jangka waktu tertentu yang merucaian batas waktu
bagi wajib refribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang terutang menurut Feraturan Retribus;

15. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang disingkat SKRD adaiah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah refribusi yang terutang;

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, =zziah surat untuk
melakukan tagihan refribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda;

BAB I
NAMA, OEYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama izin usaha Penggilingan Padi / izin menjalankan —=zsin penggilingan
padi di pungut biaya retribusi pembayarar atas pemberian izin

Pasal 3
{1) Obyek Retribusi adalah.
a. lzin usaha menjalankan mesin Penggilingan padi

b. Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tan=man Pangan KzZ .oaten Konawe

(2) Subyek refribusi adalah Orang Pribadi atau badan —_-uin yang akan
mendapatkan Pelayanan izin :

BAB IiI
PENGGOLONGAN DAN PENGUKURAN TINGKAT PENCGUNAAN JASA

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Penggiligan Padi / izin menjalankan Mes - ice Milling Unt
{RMU) digolengkan sebagai Refribusi Perizinan terte nivu.
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Pasal 5

(1) Tingkat penggunaan jase diukur berdasarkan berdasarkar cesarnya PK dari
mesin Penggilingan Padi tersebut.

(2) Jenis mesin Penggilingan padi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri
dar :
- Pecah Rulit
- Pemutih beras ( Polisher )

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama
Pemberian Izin
Pasal €
Setiap orang atau badan yang akan mendirkan dan atau mempunyai usaina
penggiligan padifizin menjalankan mesin Penggiingan padi -z'am daerah wajib
memiliki izin dari Kepala Daerah
Pasal 7
(1) Untuk memperoieh izin, pemchon harus mengajukan c=~~ohonan keoada
Kepala Daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman ~zngan Kabuoaten

Konawe.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini '« zbkan msndapat
Rekomendesi dari Kepala Dinas Pertanian -Tanaman =zngan dan narus
dilengkapi dengan persyaratan-Persayaratan dan akan aditetapkan dalam
Peraturan Kepala Daerah.

(3)  Permohonan izin dapat diproses setelah memenuhi persyzraian yang telah
ditentukan can pengadaan blangko perizinan ditetec<an oleh Dinas

Pendapatan;

(4) Atas permohonan dari Unit Kerja sebagaimana dimz-s.= ayat (3} Dinas
Pendapatan melakukan pengadaan biangko perizinam 27 olanOf-" Surat
Tanda Setoran (STS) sesuai dengan persyaratan yar:c - cutuhkan gsngan
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raberikan nomor seri pada bagian sudut sebelah kiri atas, serta
.mbe rikan porperasi;
“b!a dalam suatu Surat ‘zin tidak mempunvyai nomor ser d

maka Surat Izin tersebut ainyziakan tidak san
(0)  Setiap permohonar izin yang akan ditan'datangani oleh Pejatzt. dilampirkan
lah ditetapkan oleh Pemerintah

bukti tanda setoran dari Bank Persepsi yang te
Daerah;

Pasal 8

Jangka Waktu Berlakunya izin Usaha Penggilingan Padi adalah 1 {satu) tahun

Bagian Kedua
Penangguhan lzin

Pasal 9

Jika Pemberian izin sebagaimanz dimiaksud pada pasal € Psrziuran Daersh
memeriukan izin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan !anr
maka kepaia Daerah dapat Menangquhkan izin tersebut sz~ ‘
diberikan.

Pasal 10
Keputusen fentang penangguhan izin tersebut disampaikan kepzzz Pemchen atau
Kuasanya secara tertulis disertai alasan — alasannva.

Bagian Ketiga
Pencabutan lzin

Pasal 11

~Anr

Kepala Daerah atau Pejabat yang telah ditunjuk dapat mencac= zny
apabila :
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Pemegang izin tidak menjalankan kegiatan usahanya lagi

b Dalam waktu 6 { enam) bulan sstelah tangaal izin- itu diberikan, belum adz
kegiatan usaha

lzin yang berikan itu ternyaia kemudian didasarkan czda Keterangan -
keterangan yang palsu :

d Bentuk dan jenis usaha ternyata ftidak sesual dan atau menyimpang dar
ketentuan izin yang diberikan.

Q)

O

Pasal 12

Pemberitahuan tentang Pencabutan izin diberikan secara te~ulis oleh Kepala
Daerah atau Pejabat

Yang telah ditunjuk untuk diberikan Kepada pemilik izin dan ata. xuasanya disertal
dengan alasan - alasannya

Pasal 13

(1) Keputusan untuk mencabut izin ditetapkan setelah pemilix. - kuasanya diber!
kesempatan untuk mengemukakan keberatan ~ keberatannvz.

(2) Janoka waktu penyampaian keberatan ditetapkn 14 { empz: celas ) nari sgi
tanggal diterimanya pemberitahuan cebagaimana dimgvs.2 pada pasal 1z
Peraturan Daerah ini

P4

Pasal 14
Kepala Dagrah dapat memperpanjang jangka wakiu yang t€:2” ditetapkan paca
pasal 13 ayai (2) Peraturan Daeran ini jike pemilik izin mzryampakan yang
alasan benar. ‘

Pasal 15
Dalam Jangka waktu 14 ( empat belas ) hari setelah pemberitahuzn
diterima maka pemegang izin atau kuasanya tidak mengajukan X
Keputusan tentan pencabutan izin dinyatekan Sah.

nencabhutan izir
eberatan. maxe
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Bagian Keempat
Perpanjangan izin

Pasal 16
Apabila dalam jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada pasal 7
Peraturan Daerah ini telah berakhir, maka selambat — lambatnya 1 (satu) bulan
sebelum tanggal berakhirnya izin tersebut yang bersangkutan atzu kuasanya wajib
mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin.

Pasal 17

Benwk, syarat dan tata cara perpanjangan izin Permohonan terpedoman pada
pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18
zin diberikan dengan ketentuan dan atau syarat- syarat yang dipandang perlu oleh
Kepala Daerah yang berhubungan dengan Kepsntingan Umurr. Keamanan atau
Keselamatan di sekitar tempat usaha.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR, BESARNYA TAR!F DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Pertama -
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur

Pasal 19
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur, besarnyz tzrif dan retribusi

didasarkan pada tujuan untuk biaya penvelenggaraan ps~berian izin dan
rekomendasi.

Print @ man BAG. HLXUM ’ <



(7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya

—
—
~—

(2)
(3)

(3)

Pengeczkan, Pemeriksaan dan biaya Transportasi dalam rangka pengendalian
dan Fengawasan dibebankan kepada pemchon lzin yang besarnya sesua
Keputusan tentang besarnya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Bagian Kedda
Struktur dan besarnya Tarif

Pasal 20
Struktur tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut
a Surat Rekomendasi Rp. 100.000 / Rexomendasi
b Leges Rp.  5.000
¢ lzinBaru Rp.  10.000/PK/Tahun
d Registrasi ulang / Perpanjangan Ro.  5.000/PK/Tahun

Pasal 21

Pcrr'oaya'ar biaya admnistrasi dalam rengka pemberian rekemendasi
dilakukan pada saat penyerahan rekomendasi
Pembayaran retribusi atau pemberian izin dilakukan pada saat zin diberikan

Pemoayaran retribusi Kariu pengawasan dizxukan selambe: — lambatnya
tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 22

Pemungutan refribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD, atau
dipersamakan dengan itu.

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang  di funjuk, hasi
Penerimzan Refribusi Daerah harus disetcr ke Xas Daerah selambat -
iambatnya 1 x 24 Jam.

Kepada pstugas pemungut retribusi diberikan penunjang operasional sebesar
% (lima perseratus) dari setoran secara br utto sebagaimana dimaksud ayat (1
Pasal ini:

Print © mom TAS. H_KUM ' 1¢



(4} Penunjang operasional yang dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima tiap bulan
melalui Kas Unit Dinas Pendapatan Daerah;

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 23

n

Retribusi yang terutang dipungut diwiiayah Daerah tempat lzin Usaha Penggilingan
Padi / Izin menjalankan Mesin Rice Milling Unit ( RMU) diberikan

BAB VI

iASA, RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI DAN SURAT
PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 24

fMasa Retribusi adalah jangka waktu iertentu yang ‘amanya ditetaz<zn oleh Kepala
Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

Pasal 25

Saat Refribusi terutang adaizh pada saat SKRD atau doxumen iain yang
dipersamakan

BAB VIl .
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tata cara Pendaftaran

Pasal 26

(1) Selap Wajit Refribusi wejih mengisi SPTRD;
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(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi harus diisi dengan jelas.
benar dan lengkap serta ditandatangani olen wajib Refribusi atau Kuasanya;
(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPGORC ditetapkan cisi: Kepala Daerah

Bagian Kedua
Penetapan Retribusi

Pasal 27

(1) Penetapan Refribusi berdasarkan SpdORD dengan menerbitkan SKRD ata.
dokumen lain yang dpersamakan

(2) Dalam hal SPdORD tidak dipenuhi oleh waiib retribusi sebagaimana mestinya
maka diterbitkan SKRD secara jabatan

(3) Bentuk, isi dan tata cara Penerbla SKRD atau dokumen lain yandT
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1} ditetapapkan oleh Kepaly
Daerah

Pasal 28

Apabila berdasarkan has:! pemeriksaan ditemukan data paru dan atau yang semu 3
data baru dan atau data yang semula bsiurn terungkap ysng menyebabk 3n
penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahznr
(SKRDKBT)

BAB Vil

TATA CARA PEMBUKUAN,PELAPORAN.PENAGIHAN RETRIBUS,
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tata cara pembukuan dan pelaporan

Pasal 2¢

(1) SKRD Secara jabatan dan SKRD tambahzan dimaksud daiz™ Pasal 24 ayat -
dan ayat (2), dicatat dalam buku jeris Retriousi masing — mzsing ; :
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(2) SKRD secara jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing — masing
wajib retribusi dicatat sesuai NPWRD; ,

(3) Arsip dokumen vang felah dicatat disimpan sesua nomor berkas secara
berurutan.

Pasal 30

(1) Besarnya penetapan dan penyetoran Rafribusi dihimpun dalam buku jenis
retriousi

(2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
aaftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi;

(3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuat Laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi
sesuai masa retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 31

(1) Pengeluaran surat tequran / Peringatan / Surat lain yang sejenis awal tindakan
pe'aksanaan penagihan refribusi dikeluarkan segera seteiah 7 { wjub) hari sgjak
jatuh tempo pembayaran

(2) Dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran /7 peringatan.
surat lain yang sejenis, wajib refribusi harus melunasi rewibusinya yang
terutang. '

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in’ cixcivarkan cleh

- L

pejabat yang ditunjuk
Pasal 32

Bentuk — bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan refribusi
sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Prirt € man BAG. HUKUM 13



Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

Pasal 33 .

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan pembebasan
retribusi

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retricusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 34

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetular SKRD dan STRD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalanan tulis, kesalahzn hiwung dan atau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang -- undinagan Retibus
Daerah.

{(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, psngurangan atau
penghapusan sanksi admin istrasi berupa bunga kenaan retribusi yang
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan wajib retribusi atau
bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) P=raturan Daerah ini
, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administras:
sebagaimana ayat (2) dan pembatalan dalarn aya: (3) pasal ini  harus
disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepziz Daerah dan atau
pejabat yang ditunjuk paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sej=x tangga! diterimz
SKRD dan STRD sesuai dengan permohonannya.
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(5) Keputusaan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat {4} dikeluarkan oleh
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling iama 1 (satuj buian sejak
Surat Permohonan diterima.

(6) Apabila seteiah lewat sebagaimana dimaksud ayat {5) pasai ini maka Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka
Permohonan Pembetulan Pengurangan ketetapan , penghapusan atau
pengurangan sanksi adminisfrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB X

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBERATAN DAN PERHITUNGAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUS:

Bagian Pertama
Tata Cara Penyelenggaran Keberatan

Pasal 35

(1) Wajib refribusi dapat mengaiukan permohonan. kebereizn atas SKRD dan
STRD

(2) Permohonan keberctan sebagaiman dimaksud ayat (%) Pasal ini harus
disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau o=jabat yang ditunjux
paling lama 1 ( satu) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD

(3} Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pade avat (1) dan ayat (2
harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ciwnjik dalam jangke
waktu paiing lama 3 {enam) bulan sejak tanggal Fer~whonan reberater
giterima. ’

Bagian Kedua
Tata Cara Ferhitungan Kelebihan Pembayaran retribusi

Pasal 30

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara t=riulis kepada Kepalz
Daerah untuk periitungan pengembalian kelebihan pembzyaran retribusi.
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(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas
kelebihan pembayaran retirbusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu
dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi sesuai aturan Peraturan
perundang — undangan yang berlaku.

Pasal 37

(1) Dalam kelebihan pembayaran refribusi yang masih tersisa setelah dilakukan
perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 32, diterbitkan SKRDLB paling
lambat 1 ( satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihian
pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran refribusi sebaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan
kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejek diterbitkannya
SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan Pembayaran retribusi dilakuakn setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan
imbalan bunga 2 % ( dua persen) sebufan ketelambatan pembayaran
kelebihan retribusi.

Pasal 38
(1) Pengembalian cebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) Peraiuran daerah ini
dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelehinzan retribusi.
(2) Atas perhitungan sebagaiman dimaksud pada pasai 30 ayz: (2) diterbitkan
hukti pemindah bukuan yang beriaku juga sebagai bukti pembayaran.
BAB Xi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39
(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Feraturan Daerah in' dilakukan oleh
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Badan Pengawas Dz=rah Kabupaten

Konawe ;
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(2) Tata cara pembinaan dan perigawasan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah refribusi yang terutang ;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah pelanggaran;

Pasal 41

(1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sinil (PPNS) yang pengangkatannya diiakukan sesuai dengan
ketentuan Perundang-Undangan yang beriaku;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam
melakukan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang
diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAS Xl
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasai 42
Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten
Kendari Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian lzin

Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Kendari dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.
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Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenz
pelaksaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiep orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupater

Konawe.
Ditetapkan di Unaaha

Pada tanggal 11 Juni 2007

BUPATI KONAWE.

TT N
1. B0

H.LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 19 Juni 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

T.T.D
MUSTARI TUMORO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2007 NOMOR 37
UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,






